-~y SALINAN

BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, akuntabel, netral profesional dan
mampu melayani publik secara prima untuk
mendukung Kabupaten Bulungan yang ungul,
mandiri sejahtera dan bermartabat maka diperlukan
suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam

melaksanakan reformasi birokrasi;

. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hufuf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun

2020-2024;



Mengingat

1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin,
dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun



2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1538);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD  MAP

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom Kabupaten Bulungan.

. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang

berisi arah kebijakkan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional
untuk kurun waktu 2010-2025.

Road Map Reformasi  Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan
dilakukan setiap S (lima ) tahun sekali dan merupakan rencana rinci
pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan
selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sarana pertahun yang
jelas.

Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk

mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah

Daerah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3
Road Map  Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah
pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah agar
program dan kegiatan yang telah di sepakati dapat berjalan secara efektif,
efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan
dalam mendukung ekselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan
pelaksanaan reformasi birokrasi bagi perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB 11 : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN
BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
BAB V : PENUTUP



(2) Uraian secara rinci Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
menetapkan rencana dan target reformasi birokrasi setiap tahun, yang
ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah.

(2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bulungan.

Salinan-sesuai dengan aslinya . . _
~~Képala Bagian Hukum, Di tetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 14 Desember 2020
PI1t. BUPATI BULUNGAN,
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Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd
SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 38



